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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhdap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa. Pemilihan sampel yang diambil dengan menggunakan metode stratified sampling yaitu 8 SKPK yang termasuk kedalam leading sector. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 56 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah; (2) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah; (3) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the Government Internal Control System (SPIP) and Regional Financial Management on the Performance of Local Government Apparatus. This research was conducted at the City Work Unit (SKPK) in Langsa. The sample selection is taken using the stratified sampling method, which is 8 SKPK included in the leading sector. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 56 respondents. The data obtained were analyzed using SPSS. The results of this study indicate that: (1) Regional Financial Management has a significant effect on the Performance of Local Government Apparatus Performance; (2) Government Internal Control System (SPIP) has a positive and significant effect on the Performance of Local Government Apparatus Performance; (3) Regional Financial Management and Government Internal Control System (SPIP) have a positive and significant effect on the Performance of Local Government Apparatus Performance.
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Pendahuluan

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem atau perpaduan dari berbagai aturan dan aspek serta mekanisme yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menyalurkan atau mengalokasikan seluruh kekayaan atau sumber daya milik Negara yang ada kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara yang adil dan merata. Meskipun dalam kenyataannya tujuan tersebut masih belum bisa direalisasikan dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi menimbulkan banyak masalah seperti yang marak terjadi yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tak pernah ada habisnya, serta masalah hukum yang sulit berjalan, dan monopoli dalam kegiatan ekonomi yang di mana berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat buruk (Suryana, Sujana, dan Julianto (2017)). 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ruspina (2013) menjelaskan dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat (Suryana, Sujana, dan Julianto (2017)).

Perkembangan era reformasi dan otonomi daerah dapat mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif dan efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas, sesuai dengan kepatutan dan manfaat yang dirasakan masyarakat (Syafrion, 2015). Kinerja aparatur pemerintah dapat membantu pimpinan untuk menilai bentuk pencapaian strategi dengan mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek, sehingga setiap yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai (Agusti, 2012). Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai feedback (umpan balik) yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuous improvement) dan bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya (Fidelius, 2013).

Sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Unsur dari sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (PP No 60 tahun 2008).
Menurut Arens (2008:370) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut: 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Keberhasilan good governance akan menjadi lebih baik dan optimal juga dapat dilihat dari komitmen organisasi. Komitmen menjadi salah satu faktor sangat penting dalam mendukung pelaksanaan good governance, karena komitmen yang tinggi mampu menghasilkan kinerja yang kompeten dan tentunya operasi segala kegiatan akan berjalan dengan baik dan terkendali (Damri, 2017). Hadirnya good governance saat ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar aparatur pemerintah lebih baik dalam mengelola sistem pemerintahan, sehingga sebuah institusi tidak lepas dari adanya komitmen. Dengan adanya komitmen akan menciptakan efesiensi dan efektifitas yang pada akhirnya akan bermuara pada keberhasilan organisasi (Taufik dan Kemala, 2013).
Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Menurut Agusti (2012) kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Kinerja Aparatur sebagai instrumen pilar pengemban amanah pencapaian masyarakat adil dan makmur sehingga mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholders) terutama karena kesulitan dalam menyeimbangkan tiga tuntutan kebutuhan yaitu tuntutan kebutuhan politis, tuntutan kebutuhan profesionalisme dan tuntutan kebutuhan hidup layak. Aparatur yang berkualitas adalah aparatur melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik (Janedi, 2015).
Ruspina (2013) menyatakan bahwa kinerja organisasi dapat dianalisis dan dideskripsikan dalam beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi, yaitu:

1. Indikator masukan (input): Menekankan pada pengukuran atau penilaian kepribadian pegawai dengan hasil atau prestasi kerja yang telah dilaksanakan yang diukur melalui kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan satun dan lain-lain.

2. Indikator proses (process): Segala besaran yang menunjukkan upaya harus dilakukan untuk mengolah masukan menjadi keluaran yang menggambarkan perkembangan yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui penilaian prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan.

3. Indikator keluaran (output): Sesuatu yang dapat dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik dan nonfisik.

4. Indikator hasil (outcome): Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator manfaat (benefit): Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (impact): Menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas yang diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Defitri (2018) mengemukakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat terhadap ketentuan yang berlaku.
Adapun fungsi pengelolaan pengelolaan keuangan daerah melekat pada unsur-unsur dari pelaksanaan tugas yang terdiri dari (1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; (2) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) Adanya tolak ukur kinerja serta standarisasi; (4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi; (5) Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah; dan (6) Terdapat fungsi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.
Sitompul dan Baday (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Perencanaan: Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah bahwa memerlukan adanya koordinasi pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah.

2. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah dengan tujuan yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaranya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga kewajiban untuk melaksankan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien.

3. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.

4. Pertanggungjawaban: Bendahara pengeluaran secara administratif wajib membuat pertanggungjawaban atas keseluruhan penggunaan uang terhadap penggunaan anggaran.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tolley dkk., 2017).
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mencakup 5 (lima) prosedur yang dirancang serta digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam memenuhi bentuk dari tujuan penegendalian. Kebijakan tersebut menurut Hanif (2012) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang berperilaku positif dan kondusif dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan pemerintahan.
2. Penilaian Resiko

Resiko didefinisikan sebagai “kemungkinan kejadian merugikan”. Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti, penyebab timbulnya resiko, akibat yang ditimbulkan oleh resiko, aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi, tergantung dari mana kita melihatnya. 

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur dalam membantu pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Dimana tindakan pengendalian ditatalaksanakan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk melaksanakan fungsi pengendalian yang melekat dalam setiap tatalaksana kegiatan.
4. Informasi dan Komunikasi  

Pimpinan organisasi pemerintahan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan segala informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dengan cara pimpinan instansi pemerintah sekurang kurangnya harus memanfaatkan berbagai sarana untuk mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dapat ditunjukkan pada gambar berikut:


Gambar 1 Kerangka Konseptual
Hipotesis mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yaitu :

H1:
Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
H2:
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
H3:
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadah Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Metode Penelitian

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel independen terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:3), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel tertentu berdasarkan data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer diambil dari pengumpulan data kuesioner yang diberikan kepada responden di SKPK Langsa.
Populasi dan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik stratified sampling. Stratified sampling adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen dan juga digunakan oleh populasi yang mempunyai unsur atau anggota berstrata (tingkat) (Sugiyono, 2015:52). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa sebanyak 30 SKPK. 

Tabel 1. Daftar SKPK di Kota Langsa
	No
	Nama SKPK

	A.
	Pemerintah Kota

	1.
	Sekretariat Daerah Kota Langsa

	2.
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa 

	3.
	Inspektorat Kota Langsa 

	4.
	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa

	5.
	Sekretariat Dewan Korpri Kota Langsa

	6.
	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

	7.
	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa

	8.
	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa

	B.
	Badan

	9.
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa

	10.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

	11.
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

	12.
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa

	C.
	Dinas 

	13.
	Dinas Perhubungan Kota Langsa 

	14.
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa 

	15.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

	16.
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa 

	17.
	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

	18.
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa 

	19.
	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Langsa 

	20.
	Dinas Perpustakaan  dan Kearsipan 

	21.
	Dinas Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

	22.
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa

	23.
	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa 

	24.
	Dinas Pertanahan Kota Langsa

	25.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

	26.
	Dinas Sosial 

	27.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

	28.
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa 

	29.
	Dinas Kesehatan

	D.
	Kantor

	30.
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

	Jumlah


Sumber: BPS Kota Langsa, 2020
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah SKPK yang termasuk dalam leading sector (sektor utama) dalam pemerintahan Kota Langsa, yaitu:

1. Sekretariat Daerah Kota Langsa

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

4. Dinas Pangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

7. Dinas Perhubungan Kota Langsa

8. Dinas Kesehatan
Alasan pemilihan SKPK tersebut dikarenakan SKPK ini memiliki potensial atau keunggulan dalam pembangunan suatu wilayah (daerah) yang dapat berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya, sehingga dianggap dapat mewakili seluruh SKPK yang ada di Kota Langsa. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPK yaitu kepala bagian keuangan, kepala sub bagian keuangan, bendahara, operator keuangan, dan staf keuangan masing-masing SKPK berjumlah 56 responden.
Metode Analisis Data

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk menguji hubungan antar variabel. 
Adapun penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Y = a+ b1X1 + b2X2 + e

Dimana:

Y

= Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
a 

= Konstanta

b1,2

= Koefisien Regresi

X1 

= Pengelolaan Keuangan Daerah
X2 

= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
e 

= Variabel Pengganggu (error term) 
Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-1,260
	2,815
	
	-,447
	,656

	
	pengelolaan keuangan negara
	,979
	,155
	,601
	6,326
	,000

	
	sistem pengendalian internal pemerintah
	,158
	,049
	,310
	3,258
	,002

	a. Dependent Variable: kinerja aparatur


Sumber: SPSS, 2021
Tabel 3. Model ANOVA
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	392,787
	2
	196,394
	49,432
	,000b

	
	Residual
	210,570
	53
	3,973
	
	

	
	Total
	603,357
	55
	
	
	

	a. Dependent Variable: kinerja aparatur

	b. Predictors: (Constant), sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan keuangan negara


Sumber: SPSS, 2021
Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,807a
	,651
	,638
	1,993

	a. Predictors: (Constant), sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan keuangan negara


Sumber: SPSS, 2021
Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut

Nilai konstanta sebesar -1,260 menunjukkan nilai Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah apabila Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bernilai tetap. Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, apabila Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah sebesar 0.979 dengan asumsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bernilai tetap. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, apabila Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertambah sebesar 0.158 dengan asumsi Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai tetap.
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai tsig. sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, yang berarti bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suryana, Sujana, dan Julianto (2017) bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan mampu meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan nilai kinerja organisasi dan mampu meningkatkan penilaian pihak luar yang dimaksud adalah kepercayaan masyarakat.
Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum serta melakukan financial audit (audit atas laporan keuangan) untuk mengetahui opini (pendapat) atas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan dimana keuangan daerah harus dapat diatur dengan sebaik-baiknya agar semua hak dan kewajiban daerah terpenuhi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan daerah tersebut.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai tsig. sebesar 0,002 < 0,05 maka Ha diterima, yang berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Pengujian ini didukung oleh penelitian Utama (2020) bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. Semakin baiknya atau semakin meningkatkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diterapkan pada setiap instansi pemerintah maka akan meningkatkan kinerja dari instansi itu sendiri.
Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diharapkan agar tujuan dari masing-masing instansi seperti kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset daerah, serta ketaan terhadap peraturan perundangan-undangan dapat tercapai. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena telah menjalankan 5 unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan yang diterapkan dalam organisasi.
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai Fsig. sebesar 0,000. Oleh karena nilai Fsig. < 0,05 maka Ha diterima. yang berarti bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.
Pengujian Koefisien Determinasi
Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai Adjusted R square sebesar 63,8%. Hal ini berarti kontribusi variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kota Langsa sebesar 63,8%, sementara sisanya 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Komitmen Organisasi, Kompensasi, Kompetensi Pegawai, dan lain sebagainya.
Kesimpulan, Keterbatasan dan saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, baik secara partial dan simultan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

a. Pemerintah Kota Langsa lebih meningkatkan prinsip keandalan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga hasil output yang diperoleh akan berdampak pada kualitas informasi khususnya dalam mengelola keuangan daerah
b. Pemerintah Kota Langsa harus meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam mengkaji ulang segala bentuk kegiatan pemerintahan secara keseluruhan
c. Pemerintah Kota Langsa dalam menerapkan kinerja aparatur yang baik membutuhkan pelaksana yang relevan agar seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, hal ini berkaitan dengan peran pengendalian internal dalam memperbaiki sistem pengendalian. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terus menerus agar dapat memperbaharui sistem dengan baik
d. Pemerintah Kota Langsa memiliki tanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pihak yang berwenang harus bersikap bijaksana dan akurat dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.
Daftar Pustaka

Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi. Jurnal Ekonomi. 20 (3).
Defitri, Siska Yulia. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita. 3 (1): 64-75.
Fidelius. 2013. Analisis Rasio untuk mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA. 4 (1).
Hanif. 2012. Urgensi Sistem Pengendalian Intern Bagi Instansi Pemerintah. ASAS. 4 (2).
Jenedi, Antonio. 2015. Studi Tentang Kinerja Aparatur Pemerintah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. EJournal Administrasi Negara. 3 (3): 700-713.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Sitompul, Anisa dan Putri Baday. 2014. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Artikel Ejournal.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryana, Sujana, dan Julianto. 2017. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. 8 (2).
Syafrion, Fanda Yovano. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance. JOM Fakultas Ekonomi. 2 (2).
Taufik, Taufeni dan Dian Kemala. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. Pekbis Jurnal. 5 (1).
Tolley, Sukma Selviany dkk. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis. 2 (5).
Utama, Doni Putra. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. Journal of Applied Accounting and Taxation. 5 (1): 101-106.
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)








Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)


(X2)














Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)








Y = -1,260 + 0,979X1 + 0,158X2 + e
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